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PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINER.JA UTAMA

DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

. TAHUN 2OT6.2O2L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

;4.

b.

BUPATI MUSI RAWAS,

balwa untuk mel,akukan pengukuran dan peningkatan

kinerja instansi pemerintahal, perlu ditetapkan

Indikator Kinerja Utama;

bahwa dengan adanya perubahan arah kebijakan

pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam

Perubahan Rencana Fembalgunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tafu:rr 2016-2021,

maka perlu disusun Dokumen Perubahan Indikator

Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O16-

2O2ll

bahwa untuk menlrusr.n perubahan Indikator Kineda

Utama sebagaimana dimalsud dalam hurul b, perlu

dibentuk Tim Penyusun;

bahwa berdasarkaa pertimbaagan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan . Peraturan Bupati tentang Penetapan

Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintalr Kabupaten Musi Rawas Tahwr 2OL6-2O21.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatal (Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

t mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

d.



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuanga-n Negara (Irmbaran Negara Republik

Indoneeia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SiEtem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 442U;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tshun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Paljang Nasional

Talrun 2OO5-2O25 (L€mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan

Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 470O);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang

Penataan Ruang (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O7 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4739);
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintairan Daerah (l,embaran Negara Repubtk

lndonesia Tahun 2014 nolxLor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimara telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedomaa, Pen5msunal dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150; Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Femerintah Nornor 8 Tahun 2006 tenteng

Laporan fcuangan dan Kinerja bBtansi Pernerintah

(L€mbaEn Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

13. Feraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

laporan Penyelengarasn Femerintah Daerah lGpada

Pemerintah, tentang l^aporan Icterangart

Fertanggrmgiawaban l(epala Daemh Kepada Dewan

Ferwaldlan Ralryat Daerah, dan Informasi laporan

Fenyelengaraan Femerintah Daerah Kepada

Masyarul€(I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2O07 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubtk

Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;



a

15. Feratuan Pemerintah Nomor 8 Tahrn 2008 tsntang

Tahapan, Tata Cara FenyusurEn, Fengendalian dan

Evahrasi Petaksanaan Rencana Fembsngunan Dasrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan IJmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2OLS tentarg Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaal Keua,ngan Daerah,

sebagaimaaa telah diubah beberapa Lali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman PengeloLaan Keuangan Daerah fBerita Negara

Republik Indonesia Tahun 2o11 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungar

Hidup Strategis Dalam PenSmsunan atau Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

PER/09/M.PAN/5|2OO7 t ,agal31 Mei 2007 tentang

Pedom,an Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

21. Peratursn Menteri Pendayagunaaa Aparatur Negara

Dalr Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjartjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atag

Laporar Kinerja Instalsi Pemerintah;



22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatsrt Nomor 17

Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangfu

Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2OO5-2o25 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9

Tahur 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daeral Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2013-2018;

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2O1O tentang

Renca-na Pembalgunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 20lo Nomor 4;

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (kmbaran

Daerah Kabupa.ten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peratural Bupati

Nomor 1 Tahun 2O18 tentang Perubahan Ataa

peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 0.embaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

MenetapKaN : PERATURAN BUPAfi TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN

INDIKATOR KINER.'A UTAMA DI UNGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHIJN 20T6.

2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas



3.

4.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adatrah Perangkat Daerah

pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Indikator Kinerja Utama I Keg Petorunne Indicator ) yaf|g selanjutnya

disebut IKU adalah ukr:ral keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI INDIKATOR KINER.'A UTAMA

Pasal 2

1. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang

dipergunakan oleh masing-masing PD di Pemerintah Kabupa.ten Musi

Rawas untuk : menlrusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja

Tahunan , Renstra, dan DPA menlrusun dokumen Penetapan Kinerja,

menyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai

Perubahan Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016-2021.

2. Rincian Perubahan IKL, sebagairnana dimaksud pada ayat (U tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidal terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penlruauan Iaporan Kine{a dan Evaluaei terhadap Pencapa.ian kinerja

dilakukan oleh setiap pimpinan PD dan disampaikan kepada Bupati'

Pasal 4

Dalam rangka efektilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, lnapektorat

I(abupaten Musi Rawas diberikar tugas;

1. Melakukan rsvicw atas capaian kinerja setiap PD dalam rangka

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan

akuntabiltaa kinerja, dan

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturar Bupati ini dan

melaporkan kepada Bupati
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BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika Perubahan IKU meliputi :

a. BAB I
b. BAB U

c. BAB III

d. BAB IV

PENDAHULUAN

VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINER.'A TITAMA

PENUTUP

BAB TV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tarAgal diundsngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta}kan pengundangan Peraturan

Bupati ini dcngan menempatkannya dalam Bcrita Dacrah Nabupatcn Musi

Rawaa.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal h &:p.r\k 2Ot7

SEKRETARIS DAERAH

pada tangm.l 
"7 

Ustrl{.r / 2ol7

BirP?|n[PR w^s, 
/

f +"" GUNAWAN

TEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR..?I.


